BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 69 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN

CENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Bidang
Pasar Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perlu
merubah kembali Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan
sebagaimena telah diubah dengan Peraturan Bupati
Grobogan Nomer 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Grobogan Nomcor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf & ci atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 6© Tahun 2016 tentang Keducukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Grobogan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republk
Indcnesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tanun 1950 tentarg
Pembentuxan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



Menetapkan

o

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana tclah
diubah bheberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kecdua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta ng
Femerintahan Daerzh (Lembaran Negara Recpublik
Indonesia Teshun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 lentang
Perangkat Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran MNegara
Rep}lb]ik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabung
Dinas dan Unit Pelaksana Tcknis Daecrah (Berita Negain
Republk Indenesia Tahun 2017 Nomeor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tehun
2016 tentang Pembentukan dar. Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor
15, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Grobogan
Nomor 15);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DBUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 69 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
GROBOGAN.
Pasal I

Ketzntuan ayat (4) Pasal 16 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69
Tahun 2016 tweniang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan ‘Tata Kerja Dinas
Perindustriun dan Perdagangan Kabupaten Grobogan (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun
2018 tentang Perubahan Alas Peraturan Bupati Grobogen Nomor



69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Or
Pokck, Fungsi,

Perindustrian dan Perdagengan Kabupaten Grobogan
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 29)

_3_
ganisasi, Tugas
Uraian Tugas Jabetan dan Tats Kerja Dinas

(Berita
diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 16

() Bidang Pasar Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang vang

(2)

(3)

(4)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Kepala Ridang Pasar Daerah scbagaimana dimaksud pada

ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakar sebagian

tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,

pelaksanaan, penglooerdinasian, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan

pelaporan kegiatan dibidang pengelolaan pasar daerah,

Kepala Bidang Pasar Daerah dalamn melaksanakan tugas

pokok  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2],

melaksanakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengelolaan pasar dacrals;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegatan di bidang
pengelolaan pasar daeralj;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan d:
bidang pengelolaan pasar dzerah;

d. pengelolaan dan fasililasi kegiatan di  bidang
pengelolaan pasar dacrah,

e. pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pengclolaan pasar dacrah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberiken oleh Kepala
Dinas scuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pasar Daerah dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan :

A. menyusun rencana dan  program  kegiatan bidang
pengelolaan  pasar daerah  berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnnys sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjubarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien:

C. membagi tugas bawahan sesual dengan jabstan dan
kompetensinya sertz memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelasksanaan
tugas;
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d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dzn

konsultasi dengan instarsi terkait baik vertikal maupun
horizontal guna sinkronisasi dan  harmonisasi
peleksanaan tugas:

menelaah dan mengkaji peraturan perundang undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengelolaan pasar daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan
pembinaan kebijakan pemerintah dacrah di bidang
pengelolaan pasar Daerah;

meryiapkan bahan dan melaksanakan pPengawassan
pasar daerah yang dikelola cleh dinas di Dacreh;
menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi data
dan rumusan penetapan retribusi pasar dasrah mau pun
jenis retribusi yang berada dalam pasar daerah;
menyiapkan bahan penyusunan kchijakan optimalisasi
penerimaan retribusi pasar daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan
sarana dan prasarana serta gedung pasar daerah;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan
sarana dan prasarana seita gedung pasar daerah:
melaksanakan pengerdalian dan pengawasan
pelaksanaan kcbersihan, ketertiban dan  keamanan
pasar daerah

mengoordinasikan penyusunan data dan  laporan
penerimaan rotribusi pasar dacral,

mengoordinasikan pendetaan dan penetapan subyek
dan obyek retribusi pasar daerah;

mengoordinasikan  pengelolaan dan pelaksanaan
pemungutan, pembukuan den pelaporan retribusi;
melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilgi
kinerja pelaksanaan lugas bawahan secara berxala
sesual dengan peraturan perundang-undangarn;
membuat laporan pelaksanzan kegiatar kepada atssan
scbagal bahan cvaluasi dan pengambilan kebijakan
berikutnye;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atzsan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
pela<sanaan kKegiatan berjalan lancar dan optimal serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

meleksanakan tugas kedinasan lain sesusi dergan
perintah atasan,
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Pasal 11
Peraturan Bupati inl mulad berlaku pada tangge] diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundarngan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannye dalam Berita Dacrah \
Kabupaten Grobogan,

Ditetapkan di Purwodaci
pada tanggal © jwal 2o2e

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal . jaww da 3s

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR
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